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ABSTRAK 

 

Ketaatan hukum masyarakat di bidang perkawinan Islam didasarkan kepada konsep 

“perbuatan baik” yang berasal dari teori “innamal a’malu biniyah” yang secara akademis 

dapat dikatakan sebagai deontologi karena pendekatannya berdasarkan kepada 

“deon/kewajiban”  yang timbul dari prinsip-prinsip kehidupan Islam. Menurut Kant “deon” 

berasal dari niat yang murni yang tidak melihat kepada keuntungan yang akan didapatkan 

apabila melakukan perbuatan tersebut. Konsep “amal/perbuatan baik” telah mendarah 

daging dalam mindset masyarakat Islam di Indonesia sehingga perbuatan “peminangan dan 

mencatatkan perkawinan” dalam masyarakat tidak lagi melihat kepada keuntungan akibat 

hukumnya, tetapi sudah menjadi budaya sosial.   

Metode penelitian ini adalah metode empiris yang melihat kepada realitas sosial dan 

dilakukan dengan pendekatan etis untuk memahami makna perbuatan dalam proses 

perkawinan. Analisis filosofis digunakan untuk menganatomi nilai-nilai dalam perbuatan 

proses perkawinan masyarakat Islam di Indonesia. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa di masyarakat Islam Indonesia, peminangan dan 

pencatatan perkawinan telah menjadi budaya masyarakat yang mempunyai nilai filosofis 

“ibadah”. Hal tersebut terjadi karena adanya enkulturasi berupa simbol-simbol ajaran Islam 

yang memudahkan masyarakat untuk mengenal nilai dari suatu perbuatan. Simbol berupa 

kata “halal” dan “haram” yang berisi nilai syariat, ahlak, dan akidah telah memudahkan 

masyarakat dalam memilih perbuatan yang harus dilakukan yang bernilai ibadah. 

Peminangan dan pencatatan perkawinan telah menjadi budaya masyarakat Islam yang 

bersimbol halal dan ibadah dalam perkawinan. Dengan demikian ketaatan masyarakat 

terhadap hukum Islam dan hukum negara bukan merupakan pemaksaan yang dilakukan oleh 

kekuasaan negara, tetapi merupakanbudaya hukum masyarakat Islam.     

 

Kata kunci: konsep amal, pendekatan etis, simbol ajaran Islam, perkawinan.  

 

A. PENDAHULUAN 

Konsep Perbuatan Baik menurut 

ajaran Islam, telah mengakar lama dalam 

masyarakat Indonesia, dan mempunyai 

pengaruh terhadap perilaku taat hukum 

bangsa Indonesia. Konsep ini, secara 

akademik dapat dikatakan masuk ke dalam 

etika deontologi karena berbasis pada niat 

yang menimbulkan kewajiban (deon) 

untuk bertindak. Pendekatan yang 

digunakan adalah etika normatif yang 

melihat kepada eksistensi moral di dalam 

suatu perbuatan baik. Moral menjadi 

prinsip-prinsip (maxim) untuk berbuat baik 

yang mendorong niat baik, sehingga secara 

akdemis  dapat juga disebut dengan Teori 

Kewajiban Moral Islami.   

Filsafat kewajiban moral yang ada di 

Indonesia bukan berasal dari ajaran 

Immanuel Kant mengenai obligation 
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(Flew, Antony: 1979), tetapi berasal dari 

ajaran Islam yang masuk ke Indonesia 

sekitar abad ke 7 Masehi. Filsafat tersebut 

dapat dikategorikan sebagai deontologi 

sebab pendekatannya adalah dari sudut 

pandang “niat” yang ada dalam perbuatan 

atau sering disebut dengan kewajiban atau 

obligation. Perbuatan manusia, tergantung 

kepada niatnya (Alhadits: Bukhori), dalam 

arti bahwa “niat” menimbulkan kewajiban 

untuk taat kepada aturan sekalipun moral 

yang terkandung dalam “niat” itu berbeda-

beda. Perbedaan niat inilah yang 

menimbulkan kualitas perbuatan manusia 

sehingga ada yang dipandang sebagai 

perbuatan baik (amal sholeh) dan ada yang 

dipandang sebagai perbuatan buruk (amal 

yang sia-sia). Baik dan buruknya perbuatan 

bukan dilihat kepada hasilnya atau 

bentuknya melainkan dari niatnya, sebab 

niat inilah yang yang berdimensi nilai. 

Pendekatan etis terhadap “perbuatan” 

dalam ajaran Islam sudah diajarkan oleh 

Nabi Muhammad s.a.w sebagai bagian dari 

tugasnya memuliakan Ahlak. Pangkal dari 

ajaran itu adalah al Hadits : “innamal 

‘amalu bi niyat”, bahwa perbuatan 

seseorang itu tergantung kepada niatnya. 

Perlu dipahami bahwa dalam Islam istilah 

“amal” hanya berlaku untuk perbuatan 

baik secara hukum bukan untuk perbuatan 

buruk secara hukum yang disebut maksiat. 

Dalam kerangka pembinaan terhadap 

perbuatan baik manusia itulah hadits itu 

ada, sehingga kualitas perbuatan baikpun 

menjadi bertingkat-tingkat, ada yang 

sholeh ada juga yang sia-sia. Sebagai 

contoh, perbuatan melakukan perkawinan. 

Di dalam hukum Islam perkawinan 

termasuk ke dalam amal atau perbuatan 

baik, tetapi kualitas perbuatan itu 

tergantung kepada niatnya. Niat 

merupakan suatu yang tidak terlihat tetapi 

nyata adanya sebagai perpektif moral yang 

menjadi motivasi perbuatan. Formal niat 

dibentuk dalam kalimat yang menjadi 

tujuan dan dasar etika perbuatan itu 

dilakukan. Tujuan di dalam niat dibangun 

berdasarkan nilai moral, misalnya nilai 

moral dalam perkawinan adalah untuk 

membentuk keluarga sakinah mawadah 

warohmah, bukan sekedar menghalalkan 

hubungan seksual, maka niat yang tidak 

didasarkan kepada nilai itu, mempunyai 

kualitas sebagai perbuatan buruk atau sia-

sia dalam dimensi ibadahnya. Sedangkan 

dasar etis dalam niat merupakan bagian 

yang spesifik Islami yang merupakan nilai 

akidah atau keyakinan kepada Allah, yang 

dirangkum dalam kalimat : “lillahi ta’ala” 

atau semua perbuatan itu dilakukan karena 

Allah ta’ala.  

Nilai moral yang terdapat dalam niat 

berakar pada ajaran Islam mengenai Ahlak 

dan Hukum yang oleh Fukoha disebut 

dengan kategori hukum “Al-ahkam al 

khomsah” (kategori hukum yang lima). 

Disebut sebagai kategori karena berisikan 

kewajiban untuk melaksanakan atau 

meninggalkan suatu perbuatan, baik 

berupa pembolehan, anjuran, perintah, 

larangan maupun pengharaman bagi suatu 

perbuatan. Dalam kategori ini, hukum juga 

berfungsi sebagai ahlak yang memberikan 

dasar bagi manusia untuk berbuat atau 

tidak berbuat. Pemikiran inilah yang 

diajarkan oleh ajaran Islam dan 

dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat 

sehari-hari, sehingga setiap bagian dari 

masyarakat mentaati hukum bukan karena 

adanya paksaan dari kekuasaan, melainkan 

disebabkan nilai moral dan akidah yang 

tertanam di dalam mindset-nya.  

B. PERMASALAHAN  

Untuk memahami eksistensi ajaran 

tersebut dalam masyarakat, perlu 

dilakukan penelitian dengan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Apakah masyarakat memahami konsep 

niat baik dalam kategori hukum 

sebagai hukum halal, sunah, wajib, 

makruh dan haram? 

2. Bagaimana pengaruh pemahaman 

tersebut terhadap kepatuhan hukum 

agama dan hukum negara?   
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C. PEMBAHASAN DAN HASIL 

PENELITIAN 

C.1. Pembahasan 

Ajaran Islam mengandung 3 bagian 

yang ketiganya saling berkelindan, yang 

satu memberikan makna bagi yang lainnya, 

yaitu: Pertama,  Ajaran Akidah atau 

keyakinan; Ke dua, Ajaran Syariah atau 

hukum; dan Ke tiga, Ajaran Ahlak atau 

Moral. Ketiga bagian tersebut mengarah 

pada satu tujuan terbentuknya Ahlak yang 

mulia sebagamana dinyatakan oleh nabi 

Muhammad s.a.w : Innama bu'itstu 

liutammima makarimal akhlaq (HR 

Bukhari). Sungguh aku diutus menjadi 

Rasul tidak lain adalah untuk 

menyempurnakan akhlak. Konsep ini 

sudah ada sejak jaman Rosululloh, dan 

tidak berubah sehingga saat ini.  

Perpektif teori hukum, memandang 

semua kaidah dan norma-norma dalam Al 

qur’an dan Hadits yang menjadi sumber 

Ajaran Islam merupakan ius constitutum, 

yaitu aturan ideal, dan akan menjadi ius 

constituendum melalui implementasi 

ajaran tersebut oleh setiap penganutnya. 

Proses implementasi ini melalui Ijtihad 

oleh para Ahli Hukum Islam (Fukoha) 

untuk memerinci hukum menjadi Fikih 

sehingga dapat digunakan sebagai 

pedoman langsung untuk melaksanakan 

ajaran Islam. Ketika Islam masuk ke 

Indonesia pada sekitar abad ke 7 ajaran 

Islam sudah berupa Fikih yang menjadi 

pedoman bagi para pemeluknya. 

Sedangkan Al qur’an dan Hadits tetap ada 

sebagai literatur wajib bagi pemeluk Islam 

karena membacanya adalah ibadah. 

Pelaksanaan perintah-perintah di dalam 

Alqur’an dan Hadits, harus berdasarkan 

kepada Fikih sebagai perincian yang 

menjadi pedoman pelaksanaannya, sebab 

pelaksanaan Syariat yang tidak 

berpedoman kepada fikih akan 

menimbulkan penafsiran yang keliru dan 

menyesatkan bagi pemeluknya.  

Fikih, merupakan kaidah-kaidah 

terperinci dari ajaran Islam, yang mengatur 

mengenai praktek perbuatan yang dapat 

dilakukan langsung oleh manusia, baik itu 

perintah untuk melakukannya maupun 

perintah untuk meninggalkannya. Dalam 

konteks pengaturan, fikih terbagi ke dalam 

hukum Taklifi dan hukum Wadli’i, di 

mana diatur mengenai perbuatan dan 

prasyarat dilakukan perbuatan itu. Hukum 

wadli'i ialah hukum yang berhubungan 

dengan sesuatu yang menjadi tanda yang 

dapat menentukan ada atau tidak adanya 

hukum taklifi. Hukum ini terdiri dari : 

sebab, syarat, mani', shahih, batal, azimah, 

rukhsoh, fasad. Sedangkan hukum taklifi 

mengatur mengenai perincian bagaimana 

suatu perbuatan dilakukan secara sah, serta 

hukum melakukan perbuatan tersebut 

berkaitan dengan Ahlak dan Akidah.  

Hukum yang berkaitan dengan Ahlak 

dan Akidah ini yang kemudian dikenal 

dengan Al-ahkam alkhomsah. Setiap 

perbuatan manusia yang diatur dalam 

hukum fikih mempunyai kategori hukum 

yang berkaitan dengan Ahlak dan Akidah, 

yaitu kategori wajib, sunah, halal, 

makruh dan haram. Setiap kategori 

tersebut mempunyai nilai Akidah yang 

disebut ibadah dan nilai Ahlak yang 

disebut adab/moral. Sehingga setiap 

kategori hukum dipahami sebagai kualitas 

ibadah dan ahlak yang harus dilakukan 

atau ditinggalkan oleh setiap orang.  

1. Kategori Wajib, mengandung nilai 

ibadah tertinggi yang secara moral 

“harus” dilakukan, sehingga 

meninggalkannya merupakan dosa.  

2. Kategori Sunah, mengandung nilai 

ibadah dibawah wajib yang secara 

moral “sangat baik” dilakukan, 

sehingga meninggalkannya merupakan 

kerugian.  

3. Kategori Halal, mengandung nilai 

ibadah dibawah sunah  yang secara 

moral “baik/disukai” dilakukan, 

sehingga meninggalkannya tidak 

merupakan dosa, tetapi 

malaksanakannya merupakan 

perbuatan baik yang mempunyai nilai 

ibadah.  

Ketiga kategori perbuatan inilah yang 

secara filosofis merupakan akar 
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perbuatan baik, karena kategori ini 

diajarkan menjadi moral sekaligus 

keyakinan bagi pemeluk Islam dalam 

melakukan perbuatan sehari-hari.  

4. Sedangkan kedua kategori lain, yaitu 

Makruh dan Haram merupakan 

perintah untuk meninggalkan 

perbuatan yang secara hukum tidak 

boleh dilakukan. 

 

Dalil “innamal a’malu bi niyat” 

berhubungan dengan ketiga kategori 1, 2 

dan 3 di atas, dimana setiap perbuatan 

yang hukumnya wajib, sunah, dan halal 

masih sangat tergantung kepada niatnya. 

Pengenalan ajaran Islam di masyarakat 

Indonesia melalui kategori tersebut, 

sehingga masyarakat mengenalnya sebagai 

mindset moral “perbuatan baik” atau amal.  

Ajaran Islam secara praktis diajarkan 

dengan simbol perbuatan Halal dan Haram 

mengenai suatu masalah, sehingga akan 

memberikan penilaian terhadap semua 

perilaku secara jelas sebagai moral dalam 

kehidupan sehari-hari. Konsep simbol 

Halal mewakili perbuatan baik/amalyang 

telah ditetapkan hukum, sedangkan konsep 

simbol Haram mewakili perbuatan yang 

secara hukum dilarang. Setiap orang Islam 

memahami nilai halal atau haramnya suatu 

perbuatan karena ada proses enkulturasi 

atau penurunan nilai dari satu generasi ke 

generasi berikutnya dalam suatu keluarga 

atau suatu masyarakat. Dengan pendekatan 

etika normatif, keadaan ini dapat diteliti 

sebagai fenomena bagaimana simbol-

simbol moral keagamaan menjadi kunci 

dalam menyebarkan nilai-nilai hukum 

keagamaan (Islam) pada suatu masyarakat.  

Pendekatan etis dilakukan untuk 

memahami bahwa hukum Islam bukanlah 

sekedar peraturan mengenai perbuatan 

normatif, tetapi mempunyai nilai ibadah 

dan nilai moral yang keduanya justru 

merupakan sumber ketaatan masyarakat 

Islam terhadap hukum Islam dan “hukum 

yang Islami”.  Ketaatan masyarakat 

terhadap hukum justru tergantung kepada 

nilai ibadah dan nilai moral yang diimani 

di dalam aturan normatif tersebut.   

Istilah Islami adalah untuk hukum 

yang aturan normatifnya tidak 

menyimpang dari akidah dan ahlak Islam, 

di dalamnya temasuk hukum nasional 

indonesia. Penilaian bahwa suatu hukum 

termasuk Islami atau bukan, adalah apabila 

norma hukum tersebut tidak bertentangan 

dengan akidah dan moral Islam, sebab 

dalam masalah hukum antara sesama 

anggota masyarakat (muamalah), hukum 

Islam menganut prinsip bahwa ”asal” 

hukum semua perbuatan muamalah adalah 

halal/kebolehan kecuali yang jelas-jelas 

ada larangannya dalam syariat. Maka 

sekalipun tidak ada larangan dalam syariat 

Islam mengenai aturan hukum muamalah 

yang diatur negara, tidak berarti hukum itu 

Islami apabila bertentangan dengan akidah 

dan moral Islam. Inilah bentuk kelindan 

ajaran Islam antara Akidah, Syariah dan 

Ahlak/Moral.   

Akidah dan Moral juga berfungsi 

memberikan imperatif kategoris terhadap 

niat untuk melakukan perbuatan yang taat 

kepada hukum. Imperatif kategoris 

(dalam bahasa Jerman: kategorischer 

Imperativ) adalah perintah yang 

mengatakan apa yang harus dilakukan dari 

sudut pandang alasan murni semata; 

sesuatu dikatakan kategoris karena apa 

yang diperintahkan dari perspektif alasan 

murni tidak bergantung pada keadaan yang 

masuk akal dan selalu membawa nilai 

utama (Robert Audi, 1999). Hal ini berupa 

Iman dengan akidah Islam dan Ahlak 

mulia yang diajarkan oleh Islam. 

Keyakinan yang ada pada penganut agama 

Islam mendorong untuk berbuat sesuai 

dengan Iman dan Ahlaknya, berupa 

Imperatif Kategoris.  

Imperatif ini memerintahkan sesuatu 

bukan untuk mencapai tujuan tertentu, 

melainkan karena perintah itu baik pada 

dirinya (F. Budi Hardiman, 2011: 128). 

Dalam menerima imperatif ini, kita sangat 

ditentukan oleh diri kita sendiri, karena 

kita tidak hanya menentukan tindakan kita 

secara bebas, seperti yang Kant percaya 

pada manusia dalam semua latihan bakat-

bakat pilihan; kita juga menerima sebuah 
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prinsip yang isinya ditentukan oleh apa 

yang sangat penting bagi kita sebagai 

pelaku, yaitu rasio praktis kita (Robert 

Audi, 1999). Dengan demikian kita 

mengikuti hukum kita sendiri (yang ada 

dalam Iman dan ahlak) dan karenanya 

memiliki otonomi saat kita menerima 

imperatif kategoris; Jika tidak, kita jatuh 

ke dalam heteronomi, atau penerimaan 

prinsip-prinsip (yang bebas) yang isinya 

ditentukan secara independen dari sifat 

dasar dari keberadaan kita sendiri yang 

rasional (Robert Audi, 1999). Immanuel 

Kant dengan deontologinya (Kelly, 

Eugene. 2006: 160.); mengatakan bahwa 

imperatif kategoris mengungkap kekuatan 

kebebasan yang gaib di dalam diri kita 

sehingga kita harus menganggap diri kita 

sebagai bagian dari dunia yang dapat 

dipahami, yaitu sebuah kekuasaan yang 

pada akhirnya ditentukan bukan oleh 

hukum alam melainkan oleh hukum akal 

budi.   

C.2. Hasil Penelitian 

Penyebaran hukum Islam melalui 

simbol yang ada dalam Al-ahkam al 

khomsah merupakan cara praktis untuk 

memahamkan masyarakat mengenal 

perbuatan yang boleh atau tidak boleh 

dilakukan. Dalam hukum ibadah simbol 

utama yang tertanam dalam mindset 

seorang muslim adalah hukum Wajib, 

Sunah dan Makruh. Sedangkan di bidang 

hubungan sesama anggota masyarakat 

(muamalah) yang tertanam dalam mindset 

adalah hukum Halal dan Haram suatu 

perbuatan, sehingga setiap orang menjadi 

sangat mudah untuk melakukan perbuatan 

baik dan meninggalkan perbuatan maksiat, 

sebab kategori perbuatan baik dan maksiat 

sudah ditetapkan secara jelas oleh hukum 

dan menjadi ahlak bagi mereka. Pada 

kerangka perbuatan baik (Halal) yang telah 

ditetapkan secara hukum inilah berlaku 

dalil “innamal a’malu bi niyat” sebagai 

teori berbuat baik, yaitu “bahwa siapapun 

yang ingin perbuatan baiknya benar-benar 

baik maka ia harus memperbaiki niatnya 

sesuai dengan akidah dan ahlak Islam”. 

Pada dasarnya Ahlak ini merupakan 

hukum yang sudah tersimpan di dalam 

kebiasaan masyarakat Islam dalam 

melaksanakan berbagai kegiatan sehari-

hari. Di Indonesia, terdapat bidang hukum 

muamalah yang sudah tersimpan menjadi 

Ahlak masyarakat, diantaranya dapat 

digunakan sebagai contoh adalah : 

C.1.1. Peminangan dalam Perkawinan  

Di bidang perkawinan, masyarakat 

Islam sudah terbiasa dengan budaya 

hukum Islam. Semua tatacara perkawinan 

sebenarnya adalah hukum Islam yang 

sudah menjadi Ahlak masyarakat, sehingga 

penyimpangan terhadap tatacara itu 

menjadi tercela. Masyarakat mengenal itu 

secara turun temurun dan 

mengapresiasinya sebagai 

kemuliaan/harkat dan martabat. Simbol-

simbol hukum menjadikan masyarakat 

memahami perbuatan dengan sangat 

mudah tanpa harus memahami detail 

hukumnya, tapi mampu membedakan 

mana perbuatan baik yang benar-benar 

baik, dengan perbuatan yang tidak baik 

karena niatnya.  

Perkawinan di masyarakat Islam 

Jawa Tengah secara moral harus didahului 

dengan lamaran atau pinangan, dimana 

ditentukan bahwa seseorang yang sudah 

dilamar/dipinang tidakboleh menerima 

lamaran orang lain. Ketentuan ini sudah 

menjadi budaya moral masyarakat Islam. 

Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut 

adalah tercela dan dirasakan sebagai dosa 

yang bersangkutan. Ketika dilakukan 

penelitian ternyata mereka tidak paham 

sumber ketentuan normatifnya meskipun 

mereka memahami bahwa itu adalah 

hukum Islam. Alat uji yang digunakan 

adalah pertanyaan : apakah mereka 

memahami sumber normatif dari ketentuan 

tersebut. Beberapa informan yang dapat 

disebut adalah : orang tua, wakil dari orang 

tua yang melamar atau yang dilamar, serta 

penceramah dalam prosesi lamaran. 

Informan-informan tersebut tidak dapat 

menyebutkan sumber normatif aturan 

tersebut, tapi mengenalnya sebagai 
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kebiasaan masyarakat atau sebagai ahlak 

anggota masyarakat.  

Di dalam Kompilasi Hukum Islam 

terdapat ketentuan mengenai peminangan 

sebagai berikut : 

Pasal 1 huruf a:  

ketentuan bahwa Peminangan ialah 

kegiatan kegiatan upaya ke arah 

terjadinya hubungan perjodohan antara 

seorang pria dengan seorang wanita.  

 

Kemudian dalam BAB III, pasal 11- 

13 sebagai berikut : 

Pasal 11 

Peminangan dapat langsung 

dilakukan oleh orang yang 

berkehendak mencari pasangan 

jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh 

perantara yang dapat dipercaya. 

Pasal 12 

(1) Peminangan dapat dilakukan 

terhadap seotrang wanita yang 

masih perawan atau terhadap janda 

yang telah habis masa iddahya. 

(2) Wanita yang ditalak suami yang 

masih berada dalam masa iddah 

raj”iah, haram dan dilarang untuk 

dipinang. 

(3) Dilarang juga meminang seorang 

wanita yang sedang dipinang pria 

lain, selama pinangan pria tersebut 

belum putus atau belum ada 

penolakan dan pihak wanita. 

(4) Putusnya pinangan untuk pria, 

karena adanya pernyataan tentang 

putusnya hubungan pinangan atau 

secara diam-diam. Pria yang 

meminang telah menjauhi dan 

meninggalkan wanita yang 

dipinang. 

Pasal 13 

(1) Pinangan belum menimbulkan 

akibat hukum dan para pihak bebas 

memutuskan hubungan 

peminangan. 

(2) Kebebasan memutuskan hubungan 

peminangan dilakukan dengan tata 

cara yang baik sesuai dengan 

tuntunan adat dan kebiasaan 

setempat, sehingga tetap terbina 

kerukunan dan saling menghargai. 

 

Ketentuan-ketentuan di atas sudah 

menjadi moral masyarakat secara turun 

temurun, menjadi keyakinan dan aturan 

kebiasaan masyarakat. Mereka   

melaksanakan ketentuan tersebut untuk 

kebaikan bersama dan tidak ada 

seorangpun anggota masyarakat yang tidak 

ingin mematuhi ketentuan tersebut, sebab 

perkawinan adalah sesuatu yang dianggap 

sakral dan harus ada tata caranya.  

Peran niat yang sangat menentukan 

perbuatan perkawinan dimulai dari 

peminangan. Secara teori setiap perbuatan 

baik tergantung kepada niatnya, demikian 

juga nilai pelaksanaan peminangan sangat 

tergantung kepada niatnya, meskipun 

peminangan merupakan perbuatan baik 

secara hukum. Di dalam perkawinan Islam 

dikenal ada 4 macam niat yang berbeda 

dalam memilih pasangannya. Rosululloh 

Muhammad mengajarkan bahwa wanita itu 

dipilih karena 4 hal, yaitu : kecantikannya, 

hartanya, keturunannya, dan agamanya, 

tetapi sebaik-baik pilihan yaitu karena 

agamanya. Ketiga sebab pertama seorang 

memilih wanita berada pada pada tataran 

duniawi yang mengandung resiko rusaknya 

rumah tangga yang akan dibina dalam 

perkawinan. Sebagai contoh seorang 

wanita dipinang karena kecantikannya, 

atau harta atau keturunannya, ketiganya 

merupakan niat untuk menikmati duniawi 

semata-mata, sehingga apabila terjadi 

perubahan secara fisik maka dapat 

merusak niatnya berumah tangga. Tetapi 

apabila sebab kecantikan, harta dan 

keturunan itu dilandaskan kepada sebab 

yang ke 4 yaitu karena agamanya, maka 

niatnya menjadi niat untuk ibadah 

sehingga apabila terjadi perubahan fisik, 

niatnya adalah tetap untuk beribadah 

sehingga ia berupaya untuk membina 

rumah tangganya dengan sebaik-baiknya.   

Perbuatan ‘perkawinan” yang 

kemudian dilaksanakan dengan niat 

duniawi tersebut dianggap bukan 

perbuatan baik karena tidak diniatkan 
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ibadah, hanya untuk menghalalkan 

hubungan seksual belaka. Tetapi berbeda 

dengan teori Immanuel Kant yang 

memandang suatu perbuatan hanya sebagai 

satuan tindakan yang seketika dengan niat 

baik atau buruk, ajaran Islam melihat 

bahwa niat itu dapat berubah tergantung 

kepada kesadaran orang yang berbuat, 

sehingga sekalipun pada saat 

perkawinannya niatnya adalah untuk 

duniawi tetapi apabila kemudian ada 

kesadaran niat untuk ibadah, maka nilai 

perkawinan itu menjadi nilai ibadah untuk 

membangun suatu rumah tangga yang 

baik.  Eksistensi teori perbuatan baik ini 

nyata di dalam masyarakat Islam, terbukti 

di dalam masyarakat Islam jauh lebih 

banyak rumah tangga yang harmonis 

daripada rumah tangga yang bercerai. 

C.1.2. Pencatatan Perkawinan oleh 

Negara 

Pencatatan perkawinan, bukan 

merupakan perbuatan yang menentukan 

sahnya perkawinan, tetapi menentukan 

berlakunya akibat hukum yang sudah 

diatur oleh negara, baik melalui ketentuan 

hukum Islam maupun oleh ketentuan 

hukum negara secara umum. Di Indonesia 

terdapat ketentuan umum mengenai 

perkawinan sebab Indonesia adalah negara 

multi agama, tidak hanya satu agama yang 

diakui oleh hukum negara melainkan ada 5 

agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, 

Hindu, dan Bhuda. Ketentuan umum 

tersebut dituangkan dalam Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Oleh sebab itu ada ketentuan yang sama 

berlaku untuk semua penduduk Indonesia 

dalam perkawinan, yaitu pencatatan 

perkawinan, yang bertujuan untuk 

memberikan perlindungan hukum kepada 

orang yang melakukan perkawinan.  

Hasil penelitian terhadap masyarakat 

Islam di Jawa Tengah terdapat kasus 

perkawinan yang tidak dicatatkan dalam 

jumlah yang relatif sedikit dibanding 

penduduk Islam secara keseluruhan, itupun 

disebabkan adanya berbagai faktor, antara 

lain : kurangnya pemahaman fungsi 

pencatatan perkawinan; faktor sosial 

ekonomi; dan perkawinan yang dilakukan 

sebelum diterbitkan UU no 1 Tahun 1974. 

Pemerintah telah melakukan upaya 

perbaikan melalui sistem administrasi 

kependudukan yang dapat menyebabkan 

pencatatan perkawinan menjadi wajib 

secara sosiologis bagi setiap penduduk 

yang menikah, yaitu dengan sistem 

identifikasi penduduk dalam mengurus 

semua keperluan sosial ekonomi dan 

hukum. Identifikasi kependudukan tersebut 

memerlukan pembuktian perkawinan yang 

hanya dapat dilakukan dengan Akta Nikah, 

sehingga pencatatan perkawinan di 

kalangan masyarakat Islam secara perlahan 

menjadi budaya masyarakat yang 

mempunyai sanksi sosial berupa 

pencelaan, disamping mendapatkan sanksi 

hukum berupa terabaikannya yang 

bersangkutan dalam lalu lintas sosial 

ekonomi yang membutuhkan pembuktian 

perkawinan.  

Ketaatan dalam hukum pencatatan 

perkawinan dalam masyarakat Islam, 

terutama dilandasi dengan konsep dari 

teori ”innamal a’malu biniyah”. Dalam 

konsep ini, “pencatatan perkawinan” 

dipandang sebagai variabel perbuatan baik 

(atau amal) dan “niat”  dipandang sebagai 

faktor penentu dari ketaatan untuk 

mencatatkan perkawinan. Kebiasaan 

masyarakat Islam dalam menggunakan 

simbol “halal” dan “haram” menyebabkan 

kemampuan masyarakat untuk 

membedakan nilai perbuatan “mencatatkan 

perkawinan” menjadi nilai keharusan 

sosial dan agama karena mencatatkan 

perkawinan bukan merupakan perbuatan 

yang dilarang ajaran Islam, bahkan 

dianjurkan oleh Islam. Dengan 

memandang “pencatatan perkawinan” 

sebagai sebuah variabel yang ditentukan 

oleh niat, maka dapat diukur  bahwa orang 

yang tidak mencatatkan perkawinannya 

mempunyai niat yang tidak baik 

berdasarkan asumsi bahwa: mereka paham 

akibat hukum dari pencatatan perkawinan;  

dan tidak ada faktor sosial ekonomi yang 



DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW• VOL. 7  NO. 1  FEBRUARI 2020 
 
 
 

 728 

menghambat apabila dilakukan pencatatan 

perkawinan.  

Perspektif etis dalam penelitian ini 

memperlihatkan bahwa secara anatomi 

perbuatan, pencatatan perkawinan 

merupakan amal (perbuatan baik) yang 

dilandasi dengan niat baik yang sudah 

menjadi keharusan (kewajiban) dari dalam 

diri anggota masyarakat Islam itu sendiri, 

bukan merupakan pemaksaan dari negara. 

Untuk mewujudkan masyarakat yang 

mempunyai itikad baik harus 

menggunakan sebuah sistem hukum yang 

secara rasional sesuai dengan nilai relijius 

masyarakat Islam. Teori “innamal a’malu 

biniyah” menjadi dasar utama dari seluruh 

ketaatan masyarakat Islam terhadap 

hukum, dimana ajaran tersebut sudah 

menjadi kesadaran masyarakat bahwa sifat 

“ibadah” dari suatu perbuatan tergantung 

kepada niatnya, bukan kepada bentuk 

perbuatan baiknya.   

 

 

D. PENUTUP  

Masyarakat Islam di Indonesia pada 

dasarnya sudah mempunyai konsep 

“perbuatan baik” berdasarkana kepada 

teori “innamal a’malu biniyah” yang 

secara akademis dapat dikatakan sebagai 

deontologi karena melihat perbuatan 

berdasarkan kepada “deon”  yang timbul 

dari prinsip-prinsip kehidupan bergama 

Islam. Keadaran hukum masyarakat Islam 

di Indonesia secara luas adalah kesadaran 

hukum untuk beribadah, merupakan 

budaya sosial yang mengandung nilai 

keagamaan (Islam).  

Berdasarkan realitas, kesadaran 

tersebut “ada” disebabkan pengaturan oleh 

negara tidak bertentangan dengan hukum 

Islam, tetapi justeru berdasarkan kepada 

ajaran Islam yang memperperkuat dan 

memberikan kepastian hukum kepada 

masyarakat. Pengaturan mengenai 

pencatatan perkawinan sudah ada sejak 

Indonesia merdeka, sehingga dapat 

disimpulkan proses kesadaran hukum 

tersebut membutuhkan waktu yang relatif 

lama tergantung kepada sosialisasi dan 

enkulturasi dalam masyarakat Islam

.  
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